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BUFATI FURWOREJD
FROVINSI JAWA TENGAH

FERATURANM BUPAT] FURWORESD
NOMOE 29 TAHUN 2017

TENTARG

PERENCANAAN PEMBANGUNAR DAERAH

BEERBAS]S ELEKTHRONIE |E-PLANNING KABUPATEN PURWORESO

Menumbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAM YANG MARA ESA

BUPATI PURWORE. I

a babhwa dalam rangka penpolenggaraan ata kelola

pemerintaban vang bak dengen ponsip demokrabs,
LERLRSPICAN akuntabel ciisicn dan dapat
dipertanggungiawebkan  perlu  didukung  aistem
pErenCATIEHAD pembangunan daerah berbasia
ciektronik (e-plarning)

bahwa perencansan pombsinguoni el berboss
etektronik [eplannmg merdpakan ssem mioohas
perencanaan pembangunan daceall sebaga bagion
dart  perwujudan miegross dato perenconsan
petabaanan dgehy Yarg dapal
rmendokumentasikan tdinpan pProscs percrcanean
pembangunan dasrah dalam jangka wakio tertentu
dan menetepkan rencana program scrta Kegiatan
tahunan daerabh sebagar rajukan bersama untuk
selurub pemanghku kepenimpan pembanguoan

mhwa  berdaszarkan  pertembangan  sebagaimana
dimaksud pada hurw! a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanazn
Pembangunan Braciak Berbasis Eleker ok
fe-planning] Kabupaten Porsarcio:

Pasal 18 ayat (6) Undang Uodang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang Undang bemor (3 Tohun 19530 wentsng
Fembentukan  Baerab dacrah Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propitis Jawa Tengah

Undang Unding Momor 23 Tabun 2004 tentang
Sisterm  Percncaneen  Pombangunan  Masional
[Lembaran Megara Repubhb Indonesa Tabun 2004
Momor 104 Tambahan Lembaran Negara Repiabhk
Indotegi Momor 44231



Undang-Undang NMamor 23 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembacan Megara Republik
Indonegsiz Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesa Nomar S387)
schagaimana telah diubah beberapa kalt, terakhir
dengan Undang-Undeng Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undaog-Undang
Womor 23 Tahun 2014 tentang Pemenndahan
Daesrah  [Lembaran  Negara Repubbk  Indonesia
Tahun 2015 Nomor S8 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonese Nomor 56749)

Peratutan Pemenniah Nomor 8 Tehun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Ewaluas: Pelaksanaan Rencana Fembangunan
Daerah [Lembaran Negara Republik  [ndonesia
Tabhun 2008 Nomar 21 Tambahan Lembaran Negara
Republik Tndonesia Nomaor 48 k7]

Perataran Menterl Daolam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraluran Pemenniah
Momar & Tahun 204} tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluam
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dacrah
Peraluran Datrah Kebupaten Purworso Nomoo 3
Tahun 2012 tentang Sistem  Porencanaan
Pembangunsmn Naerah {Lembaran Crarrah
Kabupaten Pirwoned Tahun 2012 Normor %)

MEMUTUSEAN

Menectapkan  PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PERENCANAAN
PCMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTROMNIK (£

FLANNING RADBUPATEN PURWOREID

BAE |
KETENTUAN LIMUM

Hagnan Kesatu
Pengeriian

Pasal ]

Dalam Peraluran Bupati ini, yang dimaksud dengan
| Dacrah adalah Kabupaten Purssosmcjo

2 Pemenntah Daerah kepala daerah sebagal wnsur penyelenggara

Pemermtahan Dacrah  yang memimpin  pe

pemerintahan yang menpads kewenangan Dasrah olonom

urdsn



oo
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12

Dewon Perwnkilan Rakval Dasrah  yang selanjutiya  diangkat
BPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dnerah  Kabupaten
Purworejo

Bupeu adzizh Bupau Purworeo,

Peronpkat Dacmb  adalah  Perangkat  Doerah di  hingiungan
Pemerintah Kabupaten Pursonse vang mempinya tugas mengelola
angguran pembangunan dan belanja dacrah

Badnn Perencanonn Pembangunan Dacrah yang  selanpitnya
diggtnyt Bappeds  adaleh  Perangkat Dacroh di lingkungan
Pemerintah  Kabupaten Pureoreie vang meloksanakan  fungss
penunjang perencanaan dan fungs peounpang  pencliban dan
pengembangan

Kepala Badan Perencanaan  Pembangunan  Doerah,  yang
selanjutnya disebut Kepala Bappeds adalab Kepals Peranghat
Daerah i hingkdngan Pemenniah Kabupaten Purworgo yang
melnksanakan  fungs.  penwdang perencanaan dan Rungsi
peaumgang penehtian dan pengem ki gan,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sclonjutnya
disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanasn Dacrabh untuk
pertode 5 [ima) wabun vang merupaskan pergabaran dan v, mis
dart program Bupat Pursorde dun penyusunacnyn berpedoman
pady Rencana Pembangunan Jangka Parjang Kabupoten Purworégs
dengon memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
MNanonal, Rencana Pembangunan Jangha Menengah Provinsi Jawa
Tengah

Rencana Kerpa Femenntah Dacrah  vang selanjutnya disingkal
REPD, adalnh rencana  pembangunan ahanen  daerab yang
merupakan dokumen perncanaan dacrah unlak perode T BRI
tabun,

Rencana Kerpa Perangkat Daerab vang selamjputnyn dhscbut Renja

Perungkat Dacrah, adalah dokumen perencandan Perangkat Daerah
untuk periode 1 {satu) tshon yang memoaat kebyokan, program dor
kegmlan pembangunan bk vang dilaksanekan langsung oleh
pemenntah dacruh maupun yung ditcmpuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat

Forum Perangkat Dacrah adainh wadah bersama antar pelaku
pembangunan Dosroh untuk mengnfukan pricritns program dan
RKeglatan  pembangunan basdl musyawarah | perencanaan
pemibangunan Kecomatan dap kelurohanfdesa  serta menyusun
dun menyempurnakan Rencana Kerja Perangkal Dacreh vang tala
peavelcnggaraannye  difasilitas  olch Perangkat Dacrah  vang
berzangkutan

Rencarta Kerja dan Anggaran Peeanghkal Daerah, yong selanfutnya
dischirt RXA Pernngkat Daerah adolah dokumen perencanaan dan
penganggaran Pemerintah Dasrah yang bens progrom dan kegiatan
Perangkat Daerall scria angpgaran sementara dudnsarkan ataw
Kebijnkan Umum Anggaran Pendapatan dan Belama Dacrah (KUA)
scrin Prentas dan Plafon Anggaran Sementara [PPAS)

Masvarskat adalah orang perseorungan, kelompok orang atag
badan hukum vang berkepentingan dengan kegintan dan hasit
pembangunan buk scbagai pénunpggung baya pelnku  penenma
manfoet maupun porangelog ceska,



14 Perencanann adalah proses untuk mepentukan undakan masa
depan  yang tcpat, melahn urulan pilthan, <dengan
memperbitungkan sumber dava vang ada,

15, Perenconuar.  Pemboangunan Tabunan Deermh  adalah  proses
penvusunan renconn pembangunan daerab yang  difakaotnkan
untuk menghasiitkan dokumen perencanaan selama penode sato
ahun

15 Pembangunan Datrah adaloh perubahan yang dilakukan secam
erus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerab
untuk mewuwpadkan visi dacrah

17 Program adalah pemgobamn kebijpoken dalam Benluk upaya yvang
berisi sntu ataw lebih kegiatan dengan menggunakon sumber daya
vang diediakan untluk mencapa: hasil vang terukur sesum dengan
mis:

15, Kegiaton adalah bagun dari prognm yang dilaksanakan oleh satu
atau lebih unit kerjn pade Perangkat Daerah sebagai bagan dard
pencaprien sasaran terukur pada suatu program dan terdirl dan
sehumpulat Undakan pengeraban sumber daya bal vang berupa
personal barang modal lermasuk peralatan dan teknologs, dana
atau Kombuinasi dan beberapa atau Kesermua pems sumber daya
schagni masukan (inpur antuk menghasilkan Reluaran [oulpu
dalam bentuk barang jwss

19 Ewnerju adalah keluaranfbazil dop program Kegiatan vang pkan
atau telah dicapas schubungen dengan penggunasan Anggartan
dengan Kuantias dan kualitas vang terukur

20. Musyawarah Perencanaan Pembagunan, 3elainjutnya ying disebut
dengan Musrenbang, adalah forum antar pelnku dalam rongka
enyusun rencand pembangunoen dacrahb

21 Kebpakon Umum Anggaran Pendapatan dan Belana Daerah yang
scianjuinya  dismmgkat KUA, edalob dekumen vang memuat
kebijakan bidang pendapatan  bBelanpa dan pemibsayaan serta
asumat yang mendasanings untuk periode T (3atu) tahun

22 Perenconaan Pembungunan Dacruh  Berbass  Elcktrombk, yang
selanjuinyva disebut E-Flanning, adalah perenconoan pemboangunan
daerah yang prosednya dilakukon dengan memanfaatkan teknolog
wtforrinm,

23 Aphkos. Perencanaan Pembangunon Dacrah Berbasiz Elcktroml
yang sclamuinya discbut, Apliknsi E-Flannmg, adalah  sebuah
program  aplikas: komputer ying digunakan pleh Pemerintah
Daerah untuk meéngusulkan kegintan dan mengolah data pada
schup tehapan proses porendcinpan  yang  sclanputnya  menpadi
bagian dari dokumen perencannan  tahupan  daesrsh  serla
digunakan  oleh  selurvh pemanghy kepentingan untuk
menyampmkan vsulan keglatan

24 Pengguna Sigtem  E-Plomning  adofah setap orang  Pemerintah
Doerah, badan usaha perguruan tingei, omunatas dan masyarakat
umuen yang memanieatkan barung, jasa, fasditug stau informasi
yang discdiakan ocleh penyvelenggnran Aplikast £ Planring

25 Dawn adalah kumpylan nformas yang mehput kata kala, bagan,
grafik maupon simbol yang mengeambarkan suatu e, obyek
Eondin atau situas: tertenig



26, Pengolohan data ndolah kegatan yang menyanghut peoambaban
dutn  ponghapusan  data, pengedilion data pengurutan  data,
penciiran lerhadap datn tertentu  perhitupgan perhilungan yvang
dilakukan terhadap dota perynmpanan data yvang telah alouarat dan
lannya sesuai dengan yang dinginkan pegawai

27 Informass adalah homl dan pengolahon data memrd beptuk yang
lebih berguna bagt yang menerunanyn vang mengenmbarkan suatu
kejndion kejadan nyata dan dapat dbpunakan sebagnn alat bantu
urtuk peogaminlan keputusan

28 Akscs adalabh kepwian metakokan anterakalr dengan sislem B
Planng yang berdin sendiri atau dalam jaringan

29 Admunistrator Aplikas E-Flanning adaluh orang yang bertanggung
Jawab untuk mengelola Sistem E-Plartmimg vang sedang di i aleh
Fenppuna Apliknsi E-Planning.

30 Input usulan kegintan adalabh proses peogistan usulan kegintan
yang dilakukan oleh penggune sislem pada selbwap tahapan
kegintan

31 Update usulan kegntan adalah proses mengubah hawnl pengisinn
waplnn kegiatan vany dilakukan olcl) pongguna padn scliap ahapan
kegatan

32 Defete usdlan kegtan adalah prodes menghapus hasl pengpsian
usulan  kKeglatan  berdaszarkan  pertmbangoan  terleniu sesual
kelentuan

33 Regalan cksiernal adalah usulon keguatan yang berasal dan hasil
kepalan resezs Dowan  Perwalkalon  Hakvat Daerah  Kabupoten
Purworcjo, duma uasha perguruan bingel dan masyarakat wmuom
vang divsulkan dan donput ke doloem Aplikas. E-Planning oleh
Admimstratar Aplkuas E-planning < kecamatan dan  Perungkat
Dacruh yang terintcgragl dengan proses musyawarah perencanaan
prmbangunan atau pade tahapon perencanaan pembangunan

Bagian hedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupat o1 adalak

a memberikan acuan kepada Perangka! Dacrab dalom penpelolasn
peliksanaan dan penggunaan aplikesi E- Manning dan

b membenkan acuan kepada Perangkat Dacrab dolam mengelola
penynmpaian usulan kematan pronas, pengolahon dato dan
penctapan réncang, kegatan dalam pepyusunan dokamen RKPD
dan perubabian RKPD

Pagal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupat ini adalabh untuk

a mencipiakan konsistensi tahapan perencanann  pembangunan
daerah,



b.

mewuyudkan transparansi, efektifitae, efisiensi dan aluntablitas
perenconaan pembangunan dalam rangka mendukung perenghkatan
kinernn pelayanen publik dan

mendorotg tersclenggaranya tata kelola pemerintohan yanmg bajk
dan bersth dengen  memanfoatkan  teknologn mfomes:  untuk
menghasilkan hasil perepcanaan yang berkualitas secara konsiaten

Bagan Ketiga
Kedydubkan dan Runng Lingkup

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagni

a.

sispern pepdubung  keputusan untuk | mengumpulkan data
mengoloh data analisis data dan pengambilan keputusan dalam
prosed perencanaan daerah

sistem  infotmaslr voneg dapat membuat  doRumentssi  $ecatn
tersrruktur pads setiap tabapan perencananty daetah

Pasal %

Ruang hingkup pengaturnn dalam Peraturan Bupat: ini mekiput

aAngE

pengelolann Aplikazi E-Planniugr

tabanpan dan mekaname penyusuna iy kewatan
penangeung jawab don pemegang sckior
pelaporan,

pengendaban dan evaluas:,

BAE 1L
PENGELOLAAN APLIKASI E FLANNING

Bagnini Kesatu
Penanggungawab Aplikazi E-Planning

Pasn]

Penangsunmawab peneclolaan aplikas E Planmuag, lerdin atas,

b

Kepala Bappeda sebagm penanggunpawab dan pepgelolaan Aplikesi
E-Planrung

Kepale Budang Perencanaan  Penehtian  Pengembangan  dan
Fengendolian pada Bappeda, schogar penanggungiowab  harian
peneelolngn zistem E-Planning

Kepala Subbidane Penvusunan Perencanaan Daeroh poda Baopeda,
zclaku pdministrator Aplikass E-Plannng, febagm penanggungawab
telenia aplikas E-Planning

Repaln Perangkat Daerab  selaku Peogeuna Aphkasi E-Plannmg
sebagai penanggung jowab teknis Aplikas. E-Planrtrg.



Paszal ¥

Admimestrater Aphkast E-Planning sebagacenana dimaksud dalam Pasal
& huruf ¢ mempunyasi Iiogeung awab:

b

g

menarin keberlangsungon  kelancaran dan keamanan Aphkozs £
Pl

memberikan mfoman torkast perkombangan usulan kepatan yang
masuk dalam sstem Aplikas E-Ploimng

melakukan penanginen  permasalahan dan kendala  dolam
penpgunann Aplikas: E Plartreerte;

Bagmnan Kedua
Pengguna Aplikaxi £-Flanmng

Pasal &

Penpeuta Aplikas, E-Plaaning veedir clar

&
b
<

(]

f2)

(1}

Bupan dan Wakil Bupal Purworeo,

DPFRD;
Perangkat Dacrab,
Bagnan Kedua
Akses
Pasal 0

Untuk mengakses Apliklasi E Planming, kepads Pengpuna Aplikasi
E-Planning sebagmmang dimaksud dalam Pasal 8 diberikan nnma
penegune (usemamel dan sand) (password) olech Admimstirator
Aplikass E-Plonneng,

Dadarm hal Pengpuna Aclikas E-Mlonmng melongonr ketentusn dan
mengeanegey keamanan Sistem E-Flanrng, Administrator Aplikasi
E-Planning dapat memberhentikan akses Pengguna Aplikosi £-
Panmng ke Sistem E-Flanming

Bapian Ketivon
Pengelolaan Aplikogr E-Planriemg

Pasal [0

Pengrlolaan  Aphkus  E-Planrmg  pada Perangkat  Daerah

ditaksanakan denpan ketentuan,

a peogelolaan Aphkasy E-Plazircereg dilaksanakan oleh
Sckretariat/Bagian YAnE  mMEnangani | perencanaan  pada
Peranghkat Daermh

B Sckretans Perangkat Daerabh  atac  Kepala Bagian  yang
menanEnnt  perencanaan schogm  penengrungawalr  horan
pengelolaan Aplikasi E-Planning pada Perangkut Daecrah,

. kepala subbaman yeng membdang  perencanasn pada
Perangkatl Dagrah  berbndok selaku Penpgguna Aphikan E-
Panning pada Perangkat Dasrah



d  Perstauna  Aplkas  E-Flanmimg  pade Perangkat  Daerah
Mmempunyal laneeang awek
1 menekoordingslkon pengelolawn Aplikow E-Flanning lingkap
Peranghkat Dacrah
2 melakukan distibusi usulan kematan cksternal ke schap
baganf umt kena di hnghungan Perangkat Daecab

f2) Dalam melaksanakan tangeung wwal sebagamana dimaksud pada

aval (11 hurufl d Penesuna Anlikast E-Planning pada Peranekatl

Daerah dibaniu sleh operator Aphkas E-Flantmng, yang ncmpunyal

s

a Eﬂmtiakuhnn input/ yedatefdelete  vsulan  kegiatan  Peranghkat
Daersh ke dalom Aptikas: E-Planning begerta kelenghapan
dokumen admaustrasi keswatan

b melnkukan insulsupdatesdelele usubin kematen ekslernal ke
dalam Aplikasy E-Manmng  beserta kelengkapan  dokumen
administrasal keguntan

(3} Peounmabknen Ceerator E-Plarreng sebavsmano demaksud pada avat
121 huraf b dilakuknn olch Kepala Perangkal Daerah dengan
Sural Penintah Tugas dan disampukan kepads Kepala Bappeda

BaBnt
TAHAPAN DAN MEKAKISME PENGUSULAN KEGIATAN

Baman hesatu
Tahagran, Jadwal dan Penanggung jawab Pengusulan Kegutan

Parawruf |
Tahapan

Pasal 11

Tahapan dan proses E-Planrerug terdirs dart
o Musrenbane timeknt Kecamatan,

b, Renia Peranekat Dacrah

¢ Forum Perangkat Dacrah

d Musrenbang tingkat Kabupaten,

e REPD

Paragruf 2
Jadwn]

Pasal 12

(1} Jadwal peneusulan kepiatan dilaksapakan melalu  E-Mannoig
mengikuu ketentuan proyusunan REKPD

{2} Eetentunn pemelasan telkms untwk radwal pepyvusonan E-Plannineg
dan proses pengajuan usulen diotur ebih lunjut dalam keputusan
tersendir,



Paraernf 3
Penanpguag Jawals

Pasal 13

Kenala Peranakat Daerah bertanssung awab terhodap usulan kematan
vane disampnikan melalul Aplikas: E-Mlarning sesum ketentuan jadweal

penyusunan RKPD

Bagran Kedua
Mekanisme Fengusulan Kegiatnn

Pasul 14

Pensusulan Jematan olch Peranekar Daerah  melalun Aplikasi E-

Parcnma dilaksanakan denean mekaniame

a  melakukon verifikas; ysulan kegiatnn dart hoasil Musrenbang tingkat
kecemalpn  vang  telah  melaluar  proses  Musrenbang  tinghat
Kelurahan/Desa sertn usulan kegintan cksternot

b melakukan et/ updalte/delete usulan rancangan Remja Peranghat

Daerah terdin dan.

I usuban kematan Perangkat Dacroh dan

2 usulapn kematan eksternal Pernngkat Dacroh hasil Musienbang
ungknt Kecamatnn

menyvelenggarakan Forum Perangknt Doerah

melakukan inpul/update/ delete usalan rancangan renga Peranghatl

Dacrah hasil Forum Peranekat Daerah dan

¢ menveliraskan wstilan rancanesn renja Perongkat Dacrah dengan
1su strotegs dalam REPD dan REIMD

e

Pasal 15

Penvampaian usulan kegintan hasid reses DPRD donpot ke dodam
Aplikasi E-Flanning oleh Operator Aplkas) E-Flanreug kecamptan dan
Perangkat Duerah yang terintegras dengan proses musrenboang atau
tabiapan perencanaan pembanguanon

Bagtan ketea
Mekaniame Verdfikasi Usulan Kepatan

Pasul 16

(1] Venfikas: usulan kegintan dilakukan untuk.

a mewudiudkan  konsistens usulon kegpmion  sesudm  dengen
kelenekapan admumisirgs kemalan

b menvelaraskan usudlan Bema Perunekal Daerah dengan rencana
PrOEr4m priontas  torget sasaran dan torger peogram dalam
EKPD dan REJMD

¢ melakukan seleks: terhadap asulan dar Perangkal Dacyah dan
usulan kegialan ckatemal

(&) Verfilkas usulan Kematan sebaegomana duneksud padn ayat (1)
dilakukon melalui Aphkasi E-Plarierg



{1

Pasal 17

Tahapan verifikas, wsulan kegiaran, meliputy

a verifikas vsulan keglatan dt ungkat kecamaton,

b verifikasi vsulan kegatan di bngkat Perangkat Dacrah
¢ venlikam usulan kegatan oleh Bappeda

{2} Verifikosi wsulan kegiatan di tingkat kKecarmalan scbajgmumona

{3

dimaksud poda ayot (1] bumil o a, meropakan venbiikas: yvang
dilakukan aleh Kecamatan terhadap usulan  kegatan  hasil
Musrenbang & bngkot Kelurahan/Desa dan usulan hegintan
eksiernal uniuk mengup  kelepalaon  usulun dengan Lngkat
kebutuhan, nomenklatur dan sesuai dengan tugas dan fungs

penyelengearaan dang urusan yang ducnpud

Verifiknss wvsulan  kegintan di tingkat  Peranpgkat  Doerah
sebagrimana dmaksud pada ayal (1] haeuf b, merupakan verifikas
vang dilakukan olel Perangkat Duerah wrhadap usdlan hegatap
hasil Musrenbang tingkat lkecammlan wmek menguii  ketepatan
usulan dengan nomenklatur, dimensi tingknt kebutuhan  skala
prioriios  bngkat Kerusakan, kemonfaatan kesesuman anggaran
vang diusulkan, mierkoneksimas dengan indikator vang telok
ditetaphan, serta sesual dengan lugas dan lungm penyelcnggaraan
dang urusan yang dhampu

{4} Venlikasi usulan kegiatan olch Bappeds sebagaimana dimokaud

pada nyat (1} burufl €, melipuet,

a tohop kezatu, vmtu verifias vsulan kegatnn pada talnpan
rancangan Renm  Porangkat  Dacrah untuk meoghesilkan
rancangan Rerma Perangka Deerah sebogpa bahan Forum
Perangkar Dacrah,

b. mhap kedua vmitu verifikast usulan kegininn pada ahapan
rucicangan akhir Rena Perangkot Daccah doanfatat tabapan pra
Musrenbang tngkat Kabupaten

¢ thhap kelipa yalun verilasi usulan kegintan poda tehapan
rancangan akhir RKPD dan/aiau tahapan pasca Musrenbang
tingkat Kabupaten

Paxal 18

KEriveria verifikas: usulan kegiakan mellpt

-3

kriterin administrass  vartu hetersedian  surpt pengantar yang

dilenegkom denegan dokumen Pran BhA Peranegkat Daerah dan

kelenekapan adrumistrosi Bianya yang erlan dengan wsulan

kematan

kriterio substansi valty

1 kesesuaan usulan dengan kebipakan pembangunan dageab
vang terdapat dolam RPIMED-

2 krzesusmian denpan kebyakun pembangunan tahunan dacrah
¥ang tertuang dalam RKPD



3 kesecsuman dengan kebgakan, sazaran don TUjuAn ACEREL
dengan tugas dan fungsi penyelengearaan budang urusan yang
diampu Perangkat Daemb dalam Rencara Strategs Perangkar
Pacroh, dan

4  kesesunan depgon tugas don fungsy Peranglkat Daerab yvang
bersongkutan

Pasal 19
Pelaksanann  verifikas)  wsulan  kepatan dapat  diluksonoken
menyesumbkan dengan pidwal tahapan penyusunan dokamen RKPD
dan jadwal penvasunan dolumen Perubahan RRFD
BAB 1V
PELAPORAM
Pasal 20

(1) Hasil verifikasi usulan kegratan o tingkat Kecematan dilaporkan
kepada Camat,

(2] Hasit verifikas, kegmtan pada d1 Lngkat Prrangkat Baecrsh
dilaporkan kepada Kepala Perangkatl Dacrah

{3} Hasl verifikasi usulan kegiatan : Bappeda dilaporkan oleh Kepala
Bidang pada Bappeda secars poricdik podn  setap  tawhopan
perencanaan di dalam aplikasi E-Planndeg kepada Repala Bappeda

Pasol 21

Hazil verifikasi wsulan Kegiatan pada seuap tahapan perenconadan
mengadi mosukan dalam penyusunan dokumen REPD, Perubaban
RKPD dan Renja Perangkat Daerah,
BAB V
FENGENDALIAN DAN RVALLIARY
Paga] 22
kepala Bappeda miclakukan pengendalian dan evaluess:  lerhadap

peneelolaan  E-Planning  adsual Keleotuan  peraturan perundang
undangan



BAB V]
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 23
Perbaikan dan penvempurnaan Aplikasi E-Planning dapat dilakukan

uniuk menvesuaikan dengan kebuiuhan proses perencanaan dan
PEnERnERran

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Peraturan Bupats iru muls berdaku pada tangeal diundangkan.,
Agar setap orang mengetahuinya, memerintahbkan  pengundangan

Peraturan Bupati sm dengan penempatannyva dalam Bernita Daerah
Keabupaten Purworepo,

Ditetapkan di Purwore o
pada tanggal 29 MARET 2017

BUPATI PURWORE.IC
TTD

AGUS BASTIAN |

Diundangkan di Purworcjo
pada tanggal 26 MARET 2017

Fii SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREID
INSPERTUR,

TTD

E ACHMAD KURENIAWAN KADIR

BERITA DAERAH RKABUPATEN PURWOREJO
TAHUNgp17 NOMOR o4ERI HOMOR o4



